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BUPATI BELU

o

KEPUTUSAN BUPATI BELU

NOMOR : PPO421.3/1014.1/V /2013

TENTANG

PENETAPAN [ZIN OFERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN} AS MANIILEA DI DESA AS MANULEA,

Menimbang oA

KECAMATAN SASITAMEAN
KABUPATEN BELL
TAIUN 23

BUPATI BELLE,

balywa selah sate kewenanpan yang diberikan oleh pemeriniah pasat
Kepadn Pemerintah Kabupaten sebapaimana wang diatur dalam
Undang-Undang nemor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintah Daerah
artira tarn kewenangan dibidang Pendidikan

pahwa uniuk meningkatksn perluasan akscs / penampungan daya
tampiing  bagn fwlusan Sckelah Dasar, Khususnya pada daersh
terpencil perly didinkan Unit Sckolah Baru (USR) dalam wilayah
Fabupaten Belu;

bahwa untuk mendekatkan dar meningkatkan pelayaran pendidikan
kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar
{APK) serta menummnya Anghka Putus Sekolaby maks pedu didinkan
Uit Sckolah Baru {USB) Sekolah Menenpgah Pertama Negeri As
Manuwlen, di Desa As Manulea, Kecamatan Sasitamean Kabupaten
Belnu;

bahwa berdasarkan pestimbangan sebagaimana dimaksud pada hurf
a, b dun ¢ di atas perly ditetapkan denpan Keputusan Bupati Belu;

blenrpingral ;L. Undang-Undanp Nomor 64 Tahon {958 1entang Pembenmukan  Dacsreh-

|3

daerah Tingkat | Bali, Nusa Tnegeara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun [958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 1640);

Undang-Undang Nomor 6% Tahun 1938 tentang Pembentukan
Daerah~daemah Tingkar 11 Dalam Wilayah Deerabh-Daerah Tingkat 1
Bali, Musa Tocggara Barat, dan Musa Tenpgara Timuer (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia shun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [655);
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Undang-1indang Nomot 472 Talwm 2004 ienlang pemeriniahian Dasrah
{i.embaran Mepgars Republik Indonesia  Momor 125, Tambahan
[.crbaran Republik Indoncsin Momar 44370, sehagaimana  teleh
heberapa kali dinbah terakhir dengan lindang-Undang Momor 12
Tahun 2008 tentanid Peruhahan Kedus ALKS Undang-Undang Nemer
32 Tahun 2004 topiang Pemerinizhan [Ddcrah (Lembaran Mepara
Ra.:{:-ubh'k indonesia Tahun MR Momot 50, Tambalwn lLembaran
Negara Repubtik Indonesin Momaor 4844 ;

Persturan Pemerintah Momer 27 Tahun 1990 {eatang Pendidikan Prz
Sekalah (Lembaran Negard Republik Indoncsia Tahun 1990 Momaor 33
Tambxahan Lembaran Negass nomor 3411%

Peraturan Pemerintah Mormor 2% Tahun F290 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Megass Kepublik Indanesia Momar 3412) schaguimand
tefah diubal dengan Poraturan Pemerintzh Nomor 55 Tahun 1998
entang  Pemlidikan Dasar (Tembaran Megart Republik [mdonesia
Nomor Y0 Tambahan Lembaran Megara Republik lndonesia Momor

3763}

Peraturan  Pemerintab Momor 29 Tohun 19940 tentang, Pendidikan
Menengah { Lembueran Nepara Republif Indonesia Taliun 1990 Nomor

37, Tambahan Lembaran Megara Republik indonesia Nomer 14131

Poraturan Pemeringah Momor 19 tahu 205 1emang Standar Thasiomnal
pendidikan {lLembaran Megara Repubiik Tahun 005 Momor 41,
Tamhahan Lembaran Negard Republik Indonesia Nomar 4496,

Pemerintzh Pemnerintab Nomit 47 Talun 2008 tentang Wajib Belajar
{Lembaran Tiegaid Republik indonesia Tahun 2008 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 48 YA

perutiran Pemerintan Nomor 17 Tahun 2010 teatans Penpelolaan dan

Penyelengoaraan Pendidikan:

Keputusan Menter Pendidikan Nasionl Repubhk Indonesia MNomor
pan Jo U 200 tangeal 20 April Tahun 2007 tentang Pendoman
Pendirian Sekolahs

Peraturan Menterl pendidikan Masional Momor 27 Tahun 2006 tentang
Sy andar Isi wntuk Sxtuam Peadidikan Dasar dan Menen pah

Peraturan Menteri Pendidikan | asional Nomor 23 Tahun 2006 tentang,
Cparydar Isi untuk Safu Pendidikan Prasar dan Menengaly,

Peraturan Menter Pendidikan Nasional Momar 173 Tafun 2007 tentang
Siandar Kepala Sckolah / Madrasah:

_ Peraturan Menteri pendidikun Masionad somor 16 Tahun 2007 entang

standar Kualifikast Akademik dan Kampetensi Gun,

Peraturan Menten Pendidikan MNasional Momaor L8 Tahun 2007 tentang
ramydarr Sertifikast (iure daipm Jahata



Memperhatikan :

Menetapkan
FERTAMA

KEDMFA

KETIA

Tembusan

e R

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomeor 19 Tahun 2007 tentang
standar Pengelolaan Pendidikan;

18, Peraturan Mcenteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
standar Penifaian Pendidikan;

19, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang
standar Proses;

20, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahue 2007 tentang
standar Proses,

. Surat Fdaran Menten Pendidikan Masionad Momor < 2008/ C.C3TU S
2001 tapgoal 25 Juli 2071 Perihal Edamn;

2. Rencana Strteris Departemen Pendidikan Nasional Tabun 2000 -
2015,

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan 1jin Operasional Sekolab Menengah Pertama Negen As
Mamalea, di Dess As Manweles Kecamatan Sasitamean, Kabupaten

Belu:

Sokolah Menengah Pertama Negent As Mannlea adalab Sekotaly yamg
menyclenggarakan Pembelajamn di Kakase, Desa As Manulea,

Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Belu sebapaimana dimaksud
pads Dikivm PERTAMA Eeputusan ini, yang skan beroperasi pada
awal Tahun Pelajaran 2013/20104;

Keputusan ini muiat berleku pada tanppal ditctapkan dengan
ketenfuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian han {emyata
terdapal kekeliruan dalam  penetapann v,

itetapkan di : Atambua
Pada tanpgeal ¢ 27 Mei 2013

o FJOACTIM LOPEZ

Menteri Pendidikan dan Kebidovann BT dh Jakarta;

Diren Pendidikan Dasar Depdikbod R di Jakara;

Dircktur Pembinaan SMFE Depdikbud RI di Jakarta;

Crabernur Nuesa Tengpasa Timer di Kapang,

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Ofdhraga Provinst WTT & Eupang;
Ketus DPRD Kabupaten Belu di Atambua;



REPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PPO.21.3/ 1014/ V /2013

TENTANG

PEMBERI [ZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) AS MENULEA DI DESA AS MENULEA

Menimbang

KECAMATAN SASITAMEAN
KABUPATEN BELU
TAHUN 2013

BUPATI BELU,

. bahwa salah satu kewenanpan yang diberikan oleh pemeriniah pusat

Kepada Pemerintah Kabupaten sebhagaimany yang diatur dalam
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentany Pemerintah Daeraly
antara lam Kewensngan dibidang Pendidikan:

. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses / cnampunEan dayva
Ik [HnEan h

lampung bagi lulusan Sekolah Dasar, Khususnya pada dacrah
terpencil perlu didirikan Uit Sekolah Baru (USB) dalam wilayvah
Kabupaten Belu;

bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelavanan pendidikan
kepada nasyarskat dan meningkatkan Angka Parlisipasi Kasar
(APK) serta menurunnya Angka Putus Sekolah maks perlu didirkan
Unit Sckolah Baru (USEY Sckolah Menengah Pertana Negeri As
Manulea, di Desa As Manulea, Kecamalan Sasitamean Kabupaten
Belu; :

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimans dimaksud pada huruf

a, b dan ¢ di atas perlo ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belu:

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 lentang Pembenmikan  Daerah-

b

daerah Tingkat I Bali, Nuss Tnepgara Barat, dan Nusa Ten gpara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor ] 15,
Tambahan Lembaran Nepars Republik Indonesiy Nomor 1649):

Undang-Undang WNomor 69 Tahun 1958 tentang  Pembenmkan
Dacruh-daerah Tingkat 11 Dalam Wilayah Dacrah-Daergh Tingkat 1
Bali, Nusa Tnegpara Barat, dan Nusa Tenggara Timur {Lembaran
Negara Fepublik Indonesia whun 1958 Womor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomar 165 5
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Masional (Lembaran MNegara Indonesia Tahun 2003, Nomaor TH
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Mepara Republik  Indonesizs MNomor 123, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Momor 4437), sebapaimana telah
beberapa kali diubah terakbir denpan Undang-Undang Momor 12
Tahun 2008 rentang Perubshan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Megara Republik Tndonesia Nomor 4844 1

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 entang Pendidikan Pra
Sekolah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 1990 Nomor 35
Tambahan Lembaran Negara Nomer 3411 );

Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahue 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran MNegara Republik Indenesia NMomor 3412} sebagaimana
telah dicbah denpan Peraluran Pemerintah Nomer 55 Tabun 1998
tentang Pendidikan Dasor (lLembaran: Negara Republik Indonesia
Momor 90 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
3763,

Peraturan Femerinah Nomoer 29 Tahor 1990 tentang  Pendidikan
Menenpuh (Lembaran Negarsa Republik Indonesia Tahur 1990 Nomor
37. Tambahan Lembaran Mepara Republik Indonesia Nomer [413);

. Peraturan Pemerintah Homor 19 ahun 2005 tentang Standar Nastonal

Pendidikan {Lembaran MNegara Republik Tahun 2005 MNomor #1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4496);

Pemerintah Pemerintab Momor 47 Tahun 2008 tenlang Wajib Belajar
{Lembaran Negara Republik [ndonesiz Tahun 2008 MNomor 90,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4853);

. Permtuman Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penvelengparaan Pendidikan;

. Keputusan Menteri Pendidikan MNasional Bepublik Indonesia Nomaer

OE0 F U S 2002 tanggal 26 Apnl Tahun 2002 tentang Pendoman
Pendinan Sckolah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Standar Isi untuk Satean Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Masional Momor 23 Tahun 2006 (enlang
Standar st untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

. Peratoran Menteri Pencdidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Standar Kepala Sekolah / Madrasah;

. Peraturan Menten1 Pendidikan Masional Nomeor 16 Tahon 2007 tentang

standar Kualifikasi Akademtk dan Kompetensi Guru;

. Peraturan Mentert *endidikan Masional Nomor |8 Tahun 2007 tentang

slundar Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
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I 7. Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Momor 19 Tahun 2007 tentang

standar Pengelolaan Pendidikon;

18, Peraturan Menten Pendidikan Masional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
standar Menilaian Pendidikan:

[4, Peraturan Menten Pendidikon Nasional Nomor 24 Talun 2007 tentang
standar Proses;

20, Pernluran Menter: Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahon 2007 tentang
standar Proses;

Memperhatikan ;1. Surat Edaran Mentert Pendidikan Nasional Nomer @ 2008 £ C.C3 T
2011 tanggal 25 Juli 2011 Perihal Edaran;

2, Rencana Strategis Deparlemen Pendidikan Nasional Tahan 2000 -

20135,
MEMUTUSEAN ;

Menetaphkan

PERTAMA : Menetapkan [jin Pendinun Sekolah Menenpgah Pertama Nepernt As
Manulea , di Desa As Monulea, Kecomatan Sasitamean, Kabupaten
Belu;

KEDIA : Sokolah Mepengah Pertama MNegeri Ass Manulea adalah Sekolah
yvang menvelenpoarakan Pembelajaran di Kakase, Desa As Manuleo,
Kecamatan Sasitamean, FKabuputen Belu sebagmmana  dimakosod
pada Dikmm PERTAMA Keputusan ini, vang akan beroperasi pada
awul Tohun Pelajaran 20032014,

KETIGA ' Kepotusan i mulai berlake pala tanpgal  ditelapkan  dengan
ketentuan skan ditinjau kembah apabils dikermudian hari temyata
terdapal kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambun
4 Pada tanggal 1 27 Mei 2013
CAHTPATT BELL

A JOACHIM LOPEZ

= L ==
Tembusan
l. Menten Pendidikan dan Kebudavaan R1 di Jakaria;
2. Digen Pendidikan Dasar Depdikbud RI di Takarta;
3. Direktur Pembinaan SMP Depdikbud RE di Jakarta;
4. Gubermur Musa Tenggara Timur dif Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Clahrapa Provinst NTT di Kupang;
&, Ketuz DPRD Kabupaten Belu di Atambus;
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